Bulan :

[5 T6 [7 I8 T9 10 J11 [12 |

(DIPmE

(2] 0f1]9]

SUBBAGIAN HUMAS
Tanggal :
1 (213 (45 |6 [7 {8 |9 [10 ({11 {12 |13 |14 |15 |16 Kompas Qtndo:. Tempo

Anies Evaluasi Pengelolaan Air Bersih

JAKARTA - Pemprov DKIJakartaakan
- mengevaluasi pengelolaan air bersih pasca-
putusan Mahkamah Agung (MA) terkait
penghentian swastanisasi air. Evaluasi dila-
kitkan sebuah tim yang sudah bekerja sejak
Agustus 2018 danakan berakhlr pada 10
E ebruarl 2019.

T1mevaluas1’_ca‘takelolaair~ini

_ hanya tinggal finalisasi mem-

persiapkan langkah dan road-
map-nya. Hasil evaluasi akan
diserahkanke Gubernur DKI.Ja-

karta Anies Baswedan untuk di-

ambil keputusan demi kepen-

tingan masyarakat Jakarta."
“Arahnya adalah kita ingin

melaksanakan putusan MA.

-Bahkan, ada atau tidak putus-

an MA keinginan saya mem-
bangun jaringan airuntuk se-
tiap rumah tangga di Jakarta,”
kata'Anies di Ralai Kota DKI

. Jakartakemarin.

17
Sejak 1998 kan - -
kita cuma melakukan
pengawasan. '
Pengelolaan dan
- pelayananada
di dua operator.
Kalau diputus
‘kontrak, kita sudah
siap bagaimana

' supayaairtidak
terhenti. Nanti lihat

 keputusan gubernur.

PRIYATNO BAMBANGHERNOWO
Di_rektu_r PD PAM Jaya

Dia pun mempersilakan se-
mua pihak berdiskusi perihal

- penghentian swastanisasi air

di Jakarta. Namun, dia tetap

menunggu tim evaluasi pe-
ngelolaan air sebelum meng-
ambil keputusan. “Enggak
apa-apa berdiskusi karena ini
adalah masalah hajat hidup
orangbanyak, ucapnya. -

Menurut Anies, masalah

- utamaDKI adalahpengelolaan'

air. Untukitu, diaselalumeng-
usulkan dana pipanisasi air di

* bawah pengelolaan Pemprov

DKI. Artinya, pemprov punya
semangat sumber daya mem-
bangun air untuk semua. Bah-
kan, pada rapat pimpinan dia
telah menghitungsupaya100%
wérga bisa dapat air saat PAM
Jayaberusia 100 tahun. Saatini
usia PAM Jaya 96 tahun.
‘Ketua Tim Evaluasi Penge-
lolaan Air Minum Saefullah
menuturkan, tim suddh mem-
berikan beberapa opsi kepada

. gubernur untuk menindaklan-

juti putusan MA. Namun, dia’
tidak bisamenyampaikan opsi--
opsi tersebut kepada masyara-

* katlantaran keputusan berada -
. kontrak, kitasudahsiapbagai-

ditangan gubernur.

Menurut dia, banyak aspek
yang harus diperhatikan se- -
belum mengambil keputusan
seperti persoalan hukum dan
kemaslahatan bahwa air me-
rupakan kebutuhan pokok.

“Timtatakelola sud"ahbeker]é
Rekomendasinya’sudah dipa-

parkan Arahannya kita tung-

gu,”ujarSekdaDKIJakartaitu.
Ditektur PD PAM Jaya Pri-
yatno Bambang Hernowo
mengaku siap mengikuti ke-
putusan gubernur perihal tin-

dak lanjut putusan MA. Apa
punkeputusan gubernurpela-
yanan air tidak boleh terhenti

dan dipastikan akan menjadi -

lebth baik termasuk kualitas
pelayanannya. “Meski putus-

an MA itu mengikat, kami ha-|
rus tunggu keputusan guber-

nur. Kami tidak mauberandai-
andai,” kilahnya.

- Diamenyebutkan kerja sa- '

ma PAM Jaya dengan dua ope-
rator yakni Aetra dan Palyja
sejak 1998 semestinya ber-

* akhir pada 2023. Bila kerja sa-

ma dihentikan sebelum kon-

traktentunyaharusada denda .
administrasi yang dibayar se-

suai yang tertulis dalam kon-
trak. Itu juga menjadi masukan

dalam rekomendasi tim pe-

ngelola pada gubernur terma- |

suk kesiapan operasional SDM
PAM Jaya,aset,dansebagainya.

“Sejak 1998 kan kita cuma
melakukan pengawasan. Pe-
ngelolaan dan pelayanan ada
di dua‘operator. Kalau diputus -

mana supava' air tidak ter-

henti. Nant1 lihat keputusan
gubernur,” ujarHernowo.

Anggota LBH Jakarta Arif

Maulana mengatakan; prin-
sipnya pengelolaan air di Ja-
karta sudah melalui serigketa
dipengadilan dan berkekuat-
an hukum tetap. Artinya, pu-
tusan MA pada April 2017 i itu
harus dilaksanakan. ;

Selama dua tahun putusan

- MA, Pemprov DKI belum me-
_ nunjukkan langkah untuk me-

5t

laksanakan putusan tersebut.
Tim yang dibentuk pun tidak
transparanpadahalpada Maret
2018 Anies berkomitmen me-
laksanakan putusan tersebut.
“Kalau butuh transisijelas-
kan ke publik. Pemprov DK itu
wakilnegarayangmenjalankan
undang-undang dan harus
mengikuti putusan pengadil-
an. Timsudahkerjaenambulan
kokbelumadahasil,” katanya.

Arif menjelaskan, putusan
MA No 31/Pdt/2017 telah me-
mutus perbuatan melawan hu-
kum yang dilakukan Pemprov
DKI, Aetra, dan Palyia karena
gagal memenuhi hak atas air
danmerugikan warga Jakarta.
- MAmemerintahkan untuk
menghentikan swastanisasi
airdiJakarta, mengembalikan
pengelolaan air minum ke pu-
blik sesuai Konvensi Inter-
nasional Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya yang telah
diratifikasi dengan UUNo 11
Tahun 2005 serta sesuai Ko-
mentar Umum Perserikatan’
Bangsa-Bangsa (PBB) terkait
Hak Atas Air.

® bima setiyadi
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Anies Evaluasi Pengelolaan Air Bersih
HENTIKAN SWASTANISASI AIR

Pemprov DKI siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkalt penghentlan swastamsasr air bersrh
Ke depan air sepenuhnya akan dlkeloia PAM Jaya. '

: ; Pascaputusan
"Arahnya adalah 'penghentian
BN . Kita ingin melaksanakan swastamsaﬂ
M putusan MA. Bahkan, ada air :
R atou tidak putusan MA Pemprov DKI membentuk tim
keinginan saya membangun evaluasi tata kelolasir.
far’”%fl’;’);’; ‘;’?f‘;k :Et'ap Tim ini sudah bekerja sejak Agustus _ Apapun keputusan gubernur
di Jaka(rt]él% 2018 dan akan berakhir pada Bt ] pelayanan air tidak boleh:
o o 10 Februari mendatang. Tim evaluasi- Guberrm ~ DKI'" Jakarta Anies _ terhenti dan dipastikan akan
.tinggal finalisasi mempersiapkan ' Baswedan i“ngm a bergn‘ﬁ« men}ad; lebih baik termasuk
langkah dan roadmap-nya. R dakelcﬂa PAM Jaya - kualitas layanannya.

PAM Jaya siap mengikiiti”™"
_keputusan gubernur perihal -
tindaklanjut putusan MA.




